PERSEPSI

ALIH MEDIA KEARSIPAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM DI INDONESIA

elaksanaan kegiatan instunsi akan
terekam  dalum meditm
kertas dan medium lain non
kertas, Rekaman informasi dalam
medium kerlas biasa disebut arsip
konvensional, bermedium non kerias
disebut arsip media baru. Kaitan arsip

dengan kegiatan administrasi bugaikan

dua sisi mata vang, Arsip ada dengan
sendirinya apahila kegiatan administrasi
berjalan,

1. Aspek Terminologis

Pengertian arsip dikalangan
masyarakat Indonesin masih sangal
beragam. Pada umumnya pemahaman
mereka sesuai dengan latar belakang
pengalaman masing-masing. Pengertian
berdasar kamus arsip adalah dokumen
tertulis vang mempunyai nilai historis,
disimpan dan dipelihara ditempatkan
khusus untuk referensi. Juga diartikan
tempat penyimpanan arsip bersejarah,
Dalam pengertian teknologi informasi
disebut u collection of related data field.

Dalam perspektif hukum pengertian
arsip dapat dilihat dalam Undang-
Undang Nomaor 7 1ahun 1971 yang pada
prinsipnya adalah naskah-naskah yang
dibuat/diterima oleh Lembaga Negara/
Badan Pemerintahan/Perseorangan
dalam bentuk dan corak apapun dalam
rangka pelaksanaan  kegiatan
administrasi/bukli transaksi/
penyelenggaraan kehidupan kebangsaan.

Untuk kepentingan efisiensi
operasional instansi di hampir semua
perusahaan/instansi pemerintah dan
OTZAT 5 berlomba-lomba
memanfantkan perangkat teknologi
informasi mutakhir baitk dalam
dokumentasi pelaksanaan operasional
maupun dakam penyimpanan informas:
terekam (recorded information) yang
tereipta pada instansinya. Perangkat
teknologh informasi yang menawarkan
berbagal kemudahan yang berkatan
dengan pertimbangan efisiensi telah
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menjadikan arsip elekironik (¢lectronik
record) sehagal pilihan menarik bagi
para pembual keputusan. Arsip
elektronik telah dimanfaatkan secara
luss  baik  wntuk kepentingan
dokumentasi pelaksanaan kegiatan
maupun alih media Kearsipan. Suaty
fungsi vang samiasekali berbeda namun
memiliki konsekuensi sama yaitu
persoalan the legality of images and
their admissibly as evidence ", Dalam
legalitas dan kebolehan medium
elektronik atau mikrofilin sebagai
perangkal  rekaman  informasi
pelaksanaan kegiatan operasional
instansi lebih merupakan persoalan
jaminan keamanan yung lebih
diharapkan menjadi kompetensi
industri, maka penggunaannya untuk
kepentingan alih media lebih merupakan
kompetensi profesi hukum,

2. Pokok Permasalahan

Sehugaimana konsideran hurufl ¢
Undang-Undang Nomor 8 thun 1997
tentang Dokumen Perusahaan, alih
media merupakan pilihan apar suatu
perusiahaan dalam menyimpan dokumen
tidak menimbulkan beban ckonomis
dan administratif. Untuk itu perlu
diadakan pembaharuan mengeénai
media yang memuat dokumen dan
pengurangan jangka waktu
penyimpanannya. Pertimbangan
ekonomis ini ternyaia tidak alau
ternyata belum didukung oléh
kesiapan perangkat hukum terhadap
penenimaazan hasil alih media yang
berupa mikro film atan media lainaysd
seperti pitafdiskel magnetik atau CD
ROM/WORM

Dari persepkuif hukum masih
dipersoalkan aspakah perangkual
teknologt informasi yang ada cukup
menjamin keamanan darl upaya
rekayasa teknis, schingga hasil alih
media dapat dinilal sebagai memiliki
kekuatan  hukum yang sama dengan

aslinya. Pasal 15 ayat (1) , Undang-
Undang No. 8B tahun 1997
menyebutkan bahwa mikrofilm atau
media lainnya dan atau hasil cetakoya
merupakan alat bukti yang sah. Pada
kenvataannya dalam proses pengadilan
hal tersebut masth belum cukup karena
dalam pembuktian perkara masih
mengutamakan aspek yuridis formal,
Loebby Leekman menyebutlkan
hiarpun soal otentisitas dapat dikaji
lahoratorium kriminal dalam prosesnya
masth ada persoalan alat deteksi,
schingpa disamping rekaman masih
diperlukan saksi lain untuk sampai pada
keabsahan sebagar alat bukt.

3. Teknologi Informasi Kearsipan

Dari aspek teknolegi informasi
sehenarnya telah banyak kemajuan
dicapai terutama yang berkaitan dengan
upaya untuk menjagd integritas
mformasi. Artinya perangkat yang ada
telah memungkinkan untuk mengun
otentisitas rekaman, baik wlisan, gambar
muaupun suara, Dengan kenyataan
tersebut sebenarnya alih media pada
medium elektronik atay mikrofilm
secara teknis dapat dilakukan dengan
tingkat keamanan tinggi karena
dimungkinkan adanya pengujian
terhadap setiap bentuk rekayasa.
Namun demikian harus diakui bahwa
hasil alibh media elektronik ataw mikro
film tidak akan terhindar dan
kemungkinan kehilamgan aspek
tertento yang terkait dengan informasi
situasi yang terekam pada saat arsip-
arsip wrsebut tercipea.

Keberatan terhadap persoalan alih
media mungkin dapa didasarkan
kenyutaan bahwa setiap alih media
mencerminkan upayva untuk mencipia-
kan miniatur dari bentuk fisik yang
sesungeeuhnya.Koulopoulos
menyebutkan a basic tenet of any
DMS i thar serukinre always egual
disriflarion. Setiap alih media akan



mengalami distilasi melalui pengurangan
dan penyekatan vang dapat dikatakan
memperkeci] wujud informasi itu,
Dengan kata lain ada suatu yang hilang
dari naskah aslinya.

Arsip sebagai endapan informasi
terekam pada prinsipnya merupakan
bukti atentik pelaksanaan fungsi
kegiatan. Didalamnya terdapat fungsi
akuntabilitas yang berkaitan dengan
aspek prosedural dan aspek substansi
materi kegiatannya,

el karena itu keberadaanva
terkail erat dengan aspek confidential-
iy, impegriry dan aurentieity sehagai

satu alat bukti akuntabilitas pelaksa-

naan tugas yang bersanghotan. Ahh
media hingga saat ini masih berjuang
untuk dapat menjawab kebutuhan
bukti akuntabilitas tersebut baik
metalui movasi teknelogi maupun
pengembangan wacana hukum sebagai
alat bukii di pengadilan,

Bila aspek confidensial dan
intregitas informasi dapat dipenuhi
dengan perangkat alih media maka
aspek otentisitas merupakan kendala
paling rumit karena bukan semata-
mata masalah teknologi melainkan
juga masalah perubahan sikap mental
dalum mengembangkan sistem hukum.

B. PEMAHAMAN KONSEPTUAL

L. Penciptaan Arsip

Setiap pelaksanaan kegiatan
administrasi, tidak dapat dilepaskan dari
keharusan untuk mencatat/merekam
seliap proses penyelesaian permasu-
lahan, Catatan/rekaman tersebut secara
umum disebut naskah/dokumen/
informasi terkam, yang dalam prakiek-
nya dapat berupa teks; sambar, suara
atau bahkan mencakup ketiga unsur
lersehut. Secara fisik dapatl terekam
pada aneka mediom, misalnya keras,
pita magnetik (kaset), pidngan magnetik/
opiik (disket), film/foto, dil. Naskah
catatan informasi terekam it segera
diklasifikasikan scbagsi arsip bila
telah dikomunikasikan untuk kegiatan
kedinasan dalam bentuk produk hukum,
surat, laporan, proposal dil. Sebagai
bukti pelaksanaan kegiatan administrasi
transaksi. Arsip akan terus berkembang
sgjalan dengan kemajuan periumbuhan

fungsi dan pelaksanman kegiatan
instansi,

Bila diperhatikan secara seksama,
proses penciptaan arsip terdapat dua hal
penting yang menarik perhatian, Pertama
adalah fungsi arsip sebagai sarana
pendukung operasional administrasi
semakin menurun dan yang kedua,
informasi vang terekam dalam bentuk
arsip memiliki nilai guna beragam.

Hal ini dapat dimengerti, karena
arsip sebenarnya merekam  segala
aktivitas instansi menyusup kesegala
aspek kegiatan, Dalam dunia kearsipan
sering ditharatkan sehagai threads in the
secial fabric of human interaciion
Sebapgai untaian benang interaksi antar
mianusia datam tatanan sosial.

Berdasarkan aspek fungsi dan
informasi tersebut, muka penggunaan
arsip harus diatur untuk kepentingan
efisiensi operasional instansi dan
sekaligus untuk menjamin bahwa arsip
bernilai guna pertanggungjawaban
nasional dapat dilestarikan sebagai
memoen kolektif bangsa dan warisan
budaya yang menjadi cermin jati diri
bangsa. Untuk itu perlu dilakukan
pengaturan arsip oleh petupas yang
profesional agar pengelolaan dapat
dilakukan secara efisien,

Untuk menjamin pengaturan arsip
secara baik diperlukan kesadaran akan
Beberapa hal yang harus dipabami yakni
asas menejemen arsip, arsip dikelola
sebagai informasi dan pengelola arsip
profesional. Pada prinsipnya terdapat
liga asas manajemen arsip, vakni ; (1)
Arsip disimpan untuk digunakan, (2),
Arsip tercipta karena fungsi sesuatu
kegiatan administrasi itu berjalan, dan
(3) Arsip adalah informasi
terekam (Unpublished re-
vorded information),

Asas pertama
menyarankan bahwa arsip
vang tidak bernilai guna a
Jangan sampad disimpan agar
tidak menyita ruangan di
suaty instansi. Asas kedua menyarankan
agar semua bentuk naskah/catatan/
rekaman yang tidak terkait dengan
fungsi instansi jangan diperlakukan
sebagai arsipatau segera dimusnahkan,
arsip sebagai endapan informasi harus
diartikan bahwa yang perlu disimpan/
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diperlukan sebagai arsip adalah hanya
satu-satunya naskah/catatan apapun
bentuknya, dan semua duplikasi harus
segera dimusnahkan tanpa menunggu
persetujuan dari instansi manapun,
Dengan katz lain Jangan menyimpan
arsip yang tidak terkait dengan fungsi
instansi, jangan menyimpan duplikasi
dan jangan menyimpan arsip yang sudah
habis nilai guna dan jangka simpannya.

2. Manajemen Arsip

Arsip adalah endapan informasi |
kegiatan administrasifbukti transaksi
pelaksanaan fungsi unit-unit kerja
Dengan demikian pengaturan informasi
arsip harus berdasarkan klasifikasi
vang mengacu pada fungsi dan substansi
informasi secara bersamaan, Artinya
klasilikasi harus mengacu pada [ungsi-
funsi yang ada dan didalam fungsi itu
tercermin dalam setiap sen arsip (record
series). Dan substansi informasi akan
tercermin dalam setiap berkas (file),
setiap satuan informasi tercermin dalam
butiran satwan naskah.

Dilihat dari segi fungsinya, arsip
tercipta sehagai produk unit-unit kerja
dalam struktur organisasi. Didalamnya
terdapat dua hal vang harus dipechatikan
vaitu informasi mengenal bagaimana
fungsi-fungsi itu dilaksanakan dan
informasi mengenai substansi kegiatan
itusendiri.

Arsip yang tercipta disuatu instansi
pada prinsipnya tertutup (UU No: 7
tahun 1971), yaitu hanya boleh
diketahui oleh orang yang memer-
lukan dan memiliki hak untuk tahu,
Pemberian kepada orang yang tidak
berhak atau pembocoran informasi
kepada pihak lain bukan saja
mengabaikan masaluh etika
moral, melainkan juga bentuk
pelanggaran hukum,

Pengaturan arsip, baik
arsip. fasilitatif maupun
substansuf, pada prinsipnya
adalah mengelola arsip sebagai
informasi yang siap pakai untuk
kepentingan manajemen/pimpinan unit
kerja dalam struktur organisasi instansi
dan untuk kepentingan kehidupan
kebangsaan atau  kepentingan
pelestarian budaya bangsa, Artinya
harus mengacu pada upaya mendukung
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upaya peningkatan efisiensi operasional
instansi dan sekaligus efektil sebagai
bagian dari upava pelestarian memori
kolektif instansiforganisasi
pencipta arsip yang bersangkutan,
Sejak awal harus sudah dilakukan
pemilahan antara arsip yang
hanya digunakan untuk
sementara waktu batk untuk
jfangka pendek mawpun jangka
panjang serta arsip yang akan tetap
disimpan/dipertahankan  secara
permanen sehagai memori instansi/
organisasi yang bersangkutan dan
memort kolektif bangsa dalam rangka
pembangunan nasional. Dengan
demikian diperlukan adaova jangka
waktu simpan arsip (jadwal Retensi
Arsip) yang memungkinkan penyusatan
arsip secara syah sesunai deogan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Arsip dikelola sebagai informasi
mengandung pengertian  bahwa
pegelolaan arsip tidak semata dilihat dan
aspek fisik autentisitasnya, melainkan
justru lerutama pada aspek informasi
atau rehabilitasinyva. Artinya baik untuk
arsip konvensional mavpun arsip
media baro atau arsip elektronik,
pengaturannya harus ditekankan pada
pengelompokan berdasarkan unit-unit
informasi kegiatan siap pakai untuk
kepentingan instansiflembaga pencipta
arsip dan untuk kepéntingan kehidupan
kebangsan.

3 Alih Media

Pemanfaatan teknologi informasi
telabh memungkinkan peningkatan
efisiens: operasional. Pengembangan
gagasan paperless office pada
kenyatagnnya masih dihadapkan
pada inefisiensi sebagal akibat
penumpukan arsip yang berlebihan,

Adanya hard copy pada arsip
clektronik sebagai bentuk rekaman
informasi masih merupakan keharusan
karena perangkat hukum dan sistem
vang ada belum memungkinkan
untuk menjadikan rekaman elektronik
sebagai alat bukti yang sah di
pengadilan. Oleh karena itu atas
perlimbangan efisiensi program alih
media merupakan pilihan vang harus
dipertimbanghkan.
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T :
M~ pengeruan pasal tersebut adalah

Pengertian alih media sebagaimana
diatur pada pasat 12 (1) ULl Nomor 8
tabun 1997 adalah alih media ke micro-
film dan media lain yang bukan kertas
dengan keamanaan ungg seperl

misalnya €D ROM dan WORM,
dengan demikian alih mediadalam

transfer informasi dar rekaman
berbasis kertas ke dalam media lain
dengan wjuean peningkatan efisiensi.
Artinya dihadapkan pada persoalan
bagaimana agar hasil alih media tersebut
memiliki kekuatan hukum sebagai alat
bukti. Dengan kata lain substansi
‘permasalahannya berbeda sama sekali
dengan pengertian arsip elektronik
yang berart sebuah catatan sebagimana
naskah berbasis kertas yang dituangkan
pada mediom elekironik dan tercipta
sebagai endapan informasi pelaksnasan
kepgiatan kedinasan sehingga harus
dikelofa dalam suatu proses sejak
penciptaan, pemeliharaan  dan
penggunaan sérla penyusulannya,
Dengan demikian Keabsahan dan
keaslian arsip elektronik ditentukan oleh
sualu sistem yang digunakan sementara
hasil alih media ditentekan oleh
persyaratan lekms proses alih media dan
pertiimbangan aspek hukum yang berlaku
dalam proses pembukiian,

PROBLEMA TEKNIS

Alih media kearsipan pada dasarnya
menyanghut duz hal utama yaitu jaminan
keamanan perangkal teknologi alih
media dan pertimbngan hukum yang
berkaitan dengan keabsahan alat buku
di pengadilan. Bila persoalan teknolog
lebibh menjadi perscalan industi
digitalisasi dokumen maka pertimbangan
hukum lebih melekat pada kompetensi
ahli hukum, Namun demikian
diharapkan akan ada titik 1emu dengan
jalan mengeémbangkan produk-produk
hukum yang mengatur hidang kearsipan
{Archives act), perlindungan nama biik
{privacy acr) dan penyebaran informasi
Linformation acr). Kebanyakan negara
ying telah memiliki perangkat hukum
tersebut telah mampu mengembangkan
suatu teknolog) Kearsipan yang telah
memungkinkan hasil alih media diakui
sebagar alat bukti pengadilan,

L. Teknologi Kearsipan

Kemajuan teknologi informusi
lelah memungkinkan proses digitalisasi
naskah atau arsip. Artinyva di samping
arsip elektronik juga dimungkinkan
konverst dokumen ke dalam bentuk
digital. Konversi dengan sistem
digitalisasi  ini  memungkinkan
diintegrasinya arsip vang tercipta
dalam proses operasionalisasi kegiatan
instansi dengan arsip yang karena
pertimbangan tertentu harus disimpan
dalam bentuk rekaman digial,

Dengan demikian dimungkinkan
pemaniaatan informasi terakam secara
digital secara terpadu baik untuk arsip
yang memang tercipta sebagan arsip
elektronik dengan arsip vang tercipta
pada media lain vang kemudian dialih
mediakan pada medium elektronik.
Informasi yang ada akan dapat diakses
secara menyvelureh sesuai dengan
kebutuhan pengguns dan hak akses
vang dimiliki sehinnga fungsi arsip
sebagai memori kolektf suatu instansi
dapatdimanfaatkan secara optimal dan
efisien.

Pemanfaatan hasil alih media
melalui proses legalisasi telah banyak
diterima dan dipraktekkan untuk
kepentingan  kedinasan, Namun
demikian kekuatannya sebagai alat buki
masih  belum sepadan dengan
penerimain yang ada karena produk
alih media yang dilegalisasikan
tersebut dalam praktek pengadilan
belum diterima sebagi pengganti arsip
dalam bentuk yang asli. Masih
diperlukan kesaksian tambahan agar
hasil alih media tersebut sampai pada
keabsahannya sebagi alat bukei di
pengaditan. Hal tersebut termyata tidak
hanva berlaku di Indonesia yang
notabene belum memiliki kelengkapan
produk hukum wvang mengatur
desimisani informasi bahkan di
lingkungan negara ASEAN vang maju
sekalipun terhadap hasil alih media
masih diperlukan untuk sampai diterima
sebagai alat bukii di pengadilan.

2. Perundang-undangan Kearsipan

Selama ini ketentuan hukum
vang mengatur keazbsahan alih media
di Indonesia mengacu pada Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1997



Dinyuatakan dengan tegas, sehagaimana
ketentuan paal 15 (1), bahwa mikro flm
atan media lainnya dan atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti vang
sah, namun dalam praktek pasal tersebut
menyebutkan bahwa dalam  hal
dokumen perusahaan yang dialihkan
ke dalam mikro film atau media
lainnya adalah naskah asli yang
mempunyai kebuktian otentik dan
masih mengandung kepentingan
hukum tertentu pimpinan perusahaan
wajib tetap menyimpan naskah asli
tersebut.

Apabila diamati secara seksama

ketentuan Undang-undang tersebup -

belum memberikan ketegasan bahwa
hasil alih media memiliki tingkat
keabsahan vang sama dengan dokumen
aslinya. Terkesan bahwa hasil alih
media hanyalah merupakan dokumen
penggantt  atau  bahkan hanya
diperlukan dalam rangka pengamanan
dokumen perusahaun darl musibah
yang mungkin terjadi.

(Meh karena e adanyva hasil alih
media lebih didasarkan pada
pertimbangan resiko biaya {cast
benefid) dibandingkan pertimbangn
pelestarian alat bukti dalam proses
hukum, Terbuka peluang bahwa hasil
alth media lebih untuk memenuhi
kebutuhan efisiensi opearsional
instansi, dibanding kebutuhan untuk
pelestarian nilai guna evedensial
dalam penyelenggaraan kehidupan
berbangsa dan bernegara.

2. Pembuktian Pengadilan

Sesual peraturan perundang-
undangan yang berlaku terbuka peluang
hasil alih media dapat menjadi alat
bukti yang sah. Dalam kenvataannya
ketentuan tersebut tiduk sesuai dengan
prakiek di pengadilan yung tetap
memerlukan saksi tambahan agar hasil
alih media dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah. Bahkan ketentuan
tersebut akan berhadapan dengan
kebutuhan kualitas pertanggung-
Jawaban administratif peluksanaan
pemenntahan dan pembangunan vang
tetap menghendaki dokumen asli
sebagai alal bukti yang sah. Ketentuan
hukum perdata yang menekankan
buhwa pembuktian di lihat dari aspek

yuridis formal menjadi kendala bagi
upaya agar hasil alih media dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan hukum di Indonesia
hasil alih media belum memenuhi
kebutuhan sebagai alat bukti. Oleh
karena ity setiap upaya alih media
dipertimbangkan dengan matang
apakah didasari kebutuhan
penyimpanan alat bukti secar efisien
atau lebih pada kebutuhan pengamanan
informasi dan kebutuhan pelayanan
kepada pengguna arsip. Dengan
kejelasan tujuan alih media akan
dapat dilakukan penilaian dan seleksi
yang tepal lerhadap dokumen yang
hendak dialih mediakan dan dengan
demikian dapat memberikan sumbangan
berarti bagi peningkatan efisiensi
operasional.

Penutup

Alih mediz arsip adalah proses
pemindahan informasi vang terkandung
dalam dokumen yang berbasis kertas
ke dalam hentuk mikro film atan
media lainnya yang dianggap aman
sebagai media informasi. Meskipun alih
media dapat dilakukan pada media
elektronik dengan basis magneric,
proses tersebut berbeda sama sekali
dengan informasi terckam pada media
vang sama dalam proses pelaksanaan
kegiatan kedinasan. Bila pertimbangan
alih media berakar pada kebutuhan
pengamanan dan efisiens: maka
penciptaan arsip elekteonik berakar dari
pertimbangan  kebutuhan  aspek
konfidensialitas, integritas dan
otentisitas informasi. Dengan demikian
esensi alih media adalah legalisasi
maka esensi arsip elektronik adalah
sertifikasi sistem,

Hasil alih media sehagai alat bukti
di pengadilan hingga saat ini belum
memperaleh penerimadn seears utub
melainkan masih dipedukan kesaksian
tambahan untuk diterima sebagi alat
bukti. Oleh Karena itu setiap upaya
alih media harus mempertimbangkan
secara matang latar belakang pemikiran
dibalik pelaksanaan alih media, yang
pada dasarnya dapat karena dorongan
aspek  kebutuhan pengamanan
informasi atau kebutuhan atat bukti,
Kesadaran akan latar belakang
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pemikiran tersebut akan menghasilkan
pilihan yang tepat sehingga proses alih
media menjadi efisen dan efekiif,

Dalam alih media didasari oleh
kebutuhan akan pengamanan informasi
arsip maka seleksi harus dilakukan
berdasarkan pertimbangan nilai puna
operasienal, Arsip yvang memiliki
frekuensi penggunaan tinggi atau
fungsi yang beragam menjadi prioritas
yang harus dialih mediakan sehingga
pada saat yang sama dapat digunakan
oleh berbagai subyek penilaian.
Filthan juga dapat didasarkan pada
pertimbangan bahwa arsip memiliki
fungsi khusus dalam operasional
instansi.

Alih media yang didasarkan pada
kebutuhan pelestarian alat bukti dan
informasi mengena keberadaan institsi
prestasi intelektual dan informasi
penting mengenai penyelenggaraan
kehidupan kebangsaan, scleksi harus
dilakukan berdasarkan kualitas
substansi infarmasi yang terkandung
di dalamnya. Dengan demikian proses
alih media menjadi sangat selekiif
dan lengkap sehingga memungkinkan
hazil alih media bukanlah semata-
mata  memindahkan informasi dar
medium lain dengan tingkat keamanan
tinggi, lebih penting dari itu adalah
adanya kesadaran akan tujuan alih
media, yang terkait dengan keberadan
perangkat teknologi dan  kesiapan
perangkat hukum yang ada

Pernah disampaikan dalam Seminar
Nasional Alih Media Kearsipan @ Masalah
dan  Pemecahannya df Universitas
Indoensia pada tangpal 26 Mei 2001,

Drs. Sauki  Hadiwardeyo, Kabid
Penghafian don Pengembangan Sistem
Kearsipan Nastoral, ANRI, dosen tidak
tetap pada berbagal pergurean tingei
negeri,  kolomnis  dan  Eorsultan
manafemen kearsipan, tinggel df Sakare,
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